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ABSTRAK
Adanya kontradiksi cara pandang tentang penerapan kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, disatu sisi dipandang memiliki kekuatan hukum namun di sisi lain dianggap bertentangan / tidak memiliki kekuatan hukum. hal tersebut tentunya akan berakibat pada kekuatan hukum kuasa mutlak sebagai salah satu produk hukum. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana pengaturan hukum kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta bagaimana kekuatan hukum kuasa mutlak dalam dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang kekuatan hukum kuasa mutlak dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi dokumen. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. 
Kesimpulan yang didapatkan dalam tesis ini adalah mendasarkan pada sifat jual beli yaitu obligator, maka terdapat pembeda antara penjualan  yang dilakukan dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli  dengan  sistem penjualan menurut hukum agrarian. Praktek  jual  beli  secara pengikat jual beli tidak dapat dikatakan bertentangan atau melanggar hukum agraria, karena bukan  perbuatan hukum jual beli yang dimaksud oleh hukum agraria. Melainkan masih dalam bentuk "perikatan jual beli" Kekuatan hukum kuasa mutlak dalam dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah ditinjau dari UUPA Jo PP Pendaftaran Tanah adalah jelas dilarang. Namun, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan isinya mengandung itikad baik maka kuasa mutlak dapat berlaku
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ABSTRACT

There is a contradiction in perspective regarding the application of absolute power in the Sale and Purchase Binding Agreement, on the one hand it is seen as having legal force but on the other hand it is considered contradictory / has no legal force. This will certainly result in the absolute power of attorney as a legal product. Identification of the problem carried out is how to regulate absolute power of attorney in the Sale and Purchase Binding Agreement based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, as well as how absolute power of attorney is in issuing deed of sale and purchase as the basis for transferring land rights in terms of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.
The research method used by the researcher is research specific in nature, namely analytical descriptive, namely describing the legal power of absolute power in the issuance of a sale and purchase deed as the basis for the transfer of land rights in connection with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles Jo Government Regulation Number 24 1997 concerning Land Registration. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data collection techniques are library studies, namely by searching for and collecting and reviewing laws and regulations, research draft laws, scientific journals. Data Collection Tool is document study. Data analysis is juridical based on legal principles and legal norms from existing regulations as positive law. Qualitative means that the research carried out provides a systematic description related to the research object in the form of a description.
The conclusion obtained in this thesis is based on the nature of buying and selling, namely the obligator, then there is a difference between sales made by making a binding sale and purchase agreement and a sales system according to agrarian law. The practice of buying and selling as binding sale and purchase cannot be said to contradict or violate agrarian law, because it is not a legal act of buying and selling as meant by agrarian law. However, it is still in the form of a "buy and sell agreement". The legal power of absolute power in issuing a sale and purchase deed as the basis for the transfer of land rights, in terms of UUPA Jo PP Land Registration, is clearly prohibited. However, in connection with Article 1338 of the Civil Code and its content contains good faith, absolute power can apply
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Lahirnya perikatan maupun perjanjian merupakan hasil dari adanya suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua pihak, yaitu antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat diketahui bahwa suatu perikatan lahir karena adanya 2 (dua) sebab, yaitu karena adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun karena adanya undangundang yang mengaturnya. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut[footnoteRef:1]. Perjanjian adalah suatu keadaan dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana terdapat dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu, keadaan ini akan menimbulksn suatu hubungan yang dapat disebut sebagai perikatan[footnoteRef:2]. [1:  R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-29, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.122- 123.]  [2:  R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-27, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm 1] 

Perkembangan kehidupan manusia sehari-hari, manusia sering membuat perjanjian-perjanjian tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk perjanjian yang sering dibuat adalah misalnya perjanjian jual beli tanah. Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memiliki sifat bertimbal balik, dimana di dalam perjanjian jual beli ada satu pihak yang akan berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang (si penjual) dan ada juga pihak lain yang akan berjanji untuk membayar harga barang tersebut sebagai imbalan dari perolehan hak milik (si pembeli)[footnoteRef:3].  Tanah sendiri merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan. [3:  R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan ke-11, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1] 

Secara teoritis, pemberian kuasa diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa disebutkan secara tersirat dan konkritnya disebut sebagai bantuan hukum. 
Dengan mengutip pendapat dari K. Smith Dan D.J. Keenam, Santoso Poedjosoebroto berpendapat, bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai yang sederhana, cepat dan biaya ringan[footnoteRef:4]. Pemberian kuasa juga diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dalam titel XVI Buku ke III. Adapun dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”  [4:  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 21] 

Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas sekali, akan tetapi semua itu tidak akan dibahas dalam tulisan ini, hanya pemberian kuasa dalam praktek yang dituangkan dalam akta notaris yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum jual beli khususnya mengenai bidang tanah. Akta tersebut yang dimaksud atau yang lebih dikenal dengan akta “ Perjanjian Pengikatan Jual Beli “
Ada beberapa macam pemberian kuasa yang umum dikenal oleh masyarakat, karena seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Macam pemberian kuasa itu dapat ditinjau dari berbagai sebab. Berdasarkan sifat perjanjiannya[footnoteRef:5], maka pemberian kuasa dapat merupakan pemberian kuasa umum, maupun pemberian kuasa khusus. Adapun yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum, adalah pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sedangkan pemberian kuasa khusus adalah pemberian kuasa mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, artinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan. Demikian terbaca dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  [5:  R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984, hlm 143.] 

Maksud dan tujuan dari pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengalami pergeseran. Adapun pergeseran yang dimaksud, adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, dan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga menyebutkan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, tidak selalu harus diindahkan, demikian pula batasan-batasan yang lain yaitu Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai waktu berakhirnya pemberian kuasa dapat disimpangkan. Pergeseran inilah yang disebut oleh lembaga pemberian kuasa sebagai kuasa mutlak. 


B. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
2. Bagaimana kekuatan hukum kuasa mutlak dalam dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

BAB II
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[footnoteRef:6] Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu[footnoteRef:7]. Metode yang dapat  digunakan adalah sebagai berikut : [6:  Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35]  [7:  Johny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm 26] 

1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaanya,[footnoteRef:8] sesuai dengan obyek permasalahan yang berupa fakta-fakta kekuatan hukum kuasa mutlak dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan obyek permasalahan digunakan untuk menganalisis obyek permasalahan yang diteliti, dihubungkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang di samping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum[footnoteRef:9] [8:  Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm.101 ]  [9:  H. R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto,  Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 21.] 



2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.[footnoteRef:10] Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hukum, mempelajari dan mengkajinya yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang ada baik peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekuatan hukum kuasa mutlak dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Implikasinya penelitian ini dapat menggambarkan permasalahan sekaligus pemecahan masalah yang diteliti dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. [10:  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,  hlm. 17.] 

3. Tahap Penelitian
Data yang dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan keabsahan data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang objektif  dan dapat dipertanggungjawabkan.[footnoteRef:11] Dilakukan dengan penggunaan dua tahapan, yaitu: [11:  Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.211.] 

a. Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)
Penelitian dilakukan dengan tahapan penelitian Kepustakaan (Library Researcht) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan kekuatan hukum kuasa mutlak dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Data Sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :
1) Bahan hukum primer  yaitu, bahan hukum mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan :
a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen  IV.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
2).Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal- hal yang berkaitan dengan sumber primer dan implementasinya  seperti misalnya buku-buku yang berkaitan dengan materi hukum kekuatan hukum kuasa mutlak dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum atau para sarjana hukum.
3).Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel Koran ,majalah dan google Cendikia
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian yang berhubungan dengan kekuatan hukum kuasa mutlak dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.


BAB III
PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang-undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan pengkonstatiran hukum atau dengan kata lain penulisan dalam bentuk hukum yang mengikat antara beberapa pihak. Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 
Salah satu perwujudan jaminan kepastian hukum di bidang keperdataan ialah notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambetenar) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi sosialnya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa “akta otentik”.  Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik 
Dalam setiap perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Menang atau kalahnya seorang penggungat atau tergugat, tergantung kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta. Akta atau surat yang otentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna. 
Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan sebagai bentuk pelaksaan tanggung jawabnya karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, artinya dalam perkara pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. Apabila dalam perkara perdata, akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat yang di angkat oleh pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik tersebut. Adapun akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. 
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. 

B. Kekuatan Hukum Kuasa Mutlak Dalam Penerbitan Akta Jual Beli Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau dikenal pula dengan sebutan PPAT adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah. PPAT memiliki peranan penting dalam pemindahan hak atas tanah. Perbuatan hukum pemindahan hak dalam hukum tanah nasional yang memakai dasar hukum adat, bersifat tunai.
Dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah menjadikan obyek berpindah kepada penerima hak yang baru. Akta PPAT memiliki fungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Akta yang dibuat oleh PPAT bersifat tertutup, artinya yang dapat melihat dan membaca akta tersebut hanyalah para pihak, saksi dan PPAT saja. Akta PPAT baru mempunyai kekuatan hukum berlaku terhadap pihak ketiga ketika akta tersebut telah didaftarkan di kantor pertanahan, dengan didaftarkannya pemindahan hak yang bersangkutan diperoleh juga alat pembuktian yang kuat, yaitu berupa sertifikat hak atas tanah atas nama penerima hak, karena itu pemindahan haknya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT.
PPAT membuat akta berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan ketika pihak yang mengalihkan hak atas tanah itu masih hidup. Pemindahan hak atas tanah dilakukan secara tunai, kecuali hibah wasiat. Dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, maka hak atas tanah itu beralih kepada pihak lain. Bentuk-bentuk dari pemindahan hak atas tanah, antara lain, yaitu jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau inbreng dan hibah-wasiat atau legaat. Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perbuatan hukum seperti jual-beli misalnya, dilakukan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Perbuatan hukum jual-beli adalah salah satu pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan PPAT. Pemindahan hak yang dilakukan dihadapan PPAT membuat akta tersebut memenuhi syarat terang yang artinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian akta yang ditandatangani oleh para pihak menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan.
Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya  untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.18 Perbuatan hukum jual-beli, terdapat satu pihak yang berjanji untuk menyerahkan barang yang dijualnya sedangkan pihak satunya berjanji akan membayar sejumlah harga yang telah disepati bersama untuk membeli barang tersebut.
Hak dari penjual adalah menerima uang dari pembeli sebagai bayaran yang diterimanya atas barang yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya dari penjual, dengan perkataan lain, bahwa jual-beli yang dianut dalam hukum perdata belum memindahkan hak milik. Hal yang telah ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa perjanjian jual beli lahir sejak para pihak sepakat tentang benda dan harganya. Lahirnya perjanjian jual-beli belum membawa serta berpindahnya hak milik benda sebagai tujuan akhir perjanjian jual-beli, hanya saja dalam tahapan ini lahirlah perikatan antara penjual dan pembeli sesuai aturan yang ada dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Hak atas tanah pada jual-beli baru berpindah kepada pembeli, jika penjual telah menyerahkan secara yuridis kepada pembeli dalam rangka memenuhi kewajiban hukum si penjual.
PPAT dalam membuat akta berkaitan dengan tanah boleh menolak untuk membuatkan akta, apabila membuat akta berdasarkan kuasa mutlak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Larangan kuasa mutlak sebelumnya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, namun peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan. 
Namun filosofi ataupun semangat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut masih dirasakan hingga saat ini. Pada huruf c, konsideran Instruksi tersebut menyebutkan, maksud dari larangan tersebut adalah untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk kuasa mutlak. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut kuasa mutlak yang dimaksud adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa atau yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Larangan penggunaan kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah karena tindakan ini merupakan tindakan pemindahan secara terselubung dan salah satu bentuk perbuatan hukum yang menganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah, sehingga penggunaan kuasa mutlak merupakan suatu penyelundupan hukum.


BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan:
1. Pengaturan hukum kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah dengan mendasarkan pada sifat jual beli yaitu obligator, maka terdapat pembeda antara penjualan  yang dilakukan dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli  dengan  sistem penjualan menurut hukum agrarian. Praktek  jual  beli  secara pengikat jual beli tidak dapat dikatakan bertentangan atau melanggar hukum agraria, karena bukan  perbuatan hukum jual beli yang dimaksud oleh hukum agraria. Melainkan masih dalam bentuk "perikatan jual beli".
2. Kekuatan hukum kuasa mutlak dalam dalam penerbitan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah jelas dilarang. Namun, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan isinya mengandung itikad baik maka kuasa mutlak dapat berlaku
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